Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1701/Pdt.G/2017/PA.Slw.

e i
RCAI § S| S

-~ =

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah

menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh,
bertempat tinggal di RT.06 RW. 05 Desa XXxxxx
Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut

Penggugat;
LAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada,
dahulu bertempat tinggal RT.06 RW. 05 Desa XXxxxx
Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
‘l'elah membaca surat- surat perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05

Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor:

1701/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 06 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada
tanggal 13 November 2011 yang cdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta
Nikah Nomor : 1290/151/X1/2011 tanggal 14 November 2011);
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2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik
talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan XxxxXx,
Kabupaten Tegal selama + 2 tahun, tahun 9 bulan;

4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur
(Ba’daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anakyang bernama Anak umur
4 tahun, dan saat ini anak anak tersebut ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
berjalan harmonis dan bahagia yang mana sekitar bulan Agustus 2014
Tegugat pergi tanpa pamit Penggugat, dan semenjak kepergian Tergugat
tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah
memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di
mana Tergugat bekerja ataupun tinggal, dengan demikian Tergugat telah
meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 11 bulan, Tergugat tanpa
memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali
mencari Tergugat akan tetapi selama pencarian tersebut, keberadaan serta
kabar berita Tergugat tidak diketahui hingga sekarang. Dengan demikian
sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat
tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 11
bulan dan tidak memberikan nafkah wajib, Penggugat sangat menderita
lahir batin. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwva yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap
mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan

karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq.
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Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat
(Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan 11 Juli 2017 dan 24
Nopember 2017, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan
berdasarkan relaas panggilan tanggal 07 Juli 2017 dan 07 Agustus 2017
Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
ketidakhadirannya para pihak tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan
yang sah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam
persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk
menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita
Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil
dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak
datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim
menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara,
oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis

berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
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Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkaranya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp
491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017
M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 H., oleh Hj. RIZKIYAH,
S.Ag. MHI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.Il. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai
Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu
juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota,
dibantu SITI 1ZATI, SH sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. RIZKIYAH, S.Ag. MHI

Hakim Anggota | Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.H.1. ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.
Panitera Pengganti

SITI IZATI, SH
Rincian Biaya Perkara :
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1. Biaya Pendaftaran Rp  30.000,-

2. Biaya Proses Penyelesaian Rp  50.000,-

Perkara .
3. Biaya Panggilan Rp  400.000,

4. Redaksi Rp 5.000,-

5. Meterai Putusan Rp 6.000,-

Jumlah Rp 491.000,
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